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Halaman : |
Morrar Wt Urakn Jumiah
L £ d
1. PEMDAPETAN OAERAH 1I3MLTA 3T ESRMA
L PEMDARATAN ASLL DAERAR 407 217505.000,00
Lid. Hasll Pajai Dagrah EB1A00 20000000
LL2. Aetribusi Coersh 30297 280,000,050
LLSA, Himil Pengeislaan Koiayasn Daograh yang Cipsahican L5/550.0080.000,00
LiA, Leir-lain Pendepaten Adl Dacreh yang Szh 173670025, 000, 00
13, DNS PERIMELMGAN 1,333,433, 371, D0, 00
111 Bag ksl Pajal/Bagi Hasil Bukan Pajak 31.377.040.000,00
123, Cans Ao Umom 1 DD 0, e, 0
L2 Cara Mloias Bhusus 50 96T, 556, 000,00
L3 LAZN-LAIN PENDAPATAN DRERAN TAMG ShH SER135151.656449
L.LL Pendapatan Hitah BRI, GO 000 GO
51 Dans Bagl Hasd Paak o Prosisl dan Fereninceh Deersh Lainmya 170591, 216896 44
L34, Duna Panyakuilar dan Chanami K 163990 75 L000,00
L35 Bachuan keusngan darl Frovins 3@y pemerintah danah Enmym 155,751 SHA 760,00
JLPALAH PENDERATAN 1320, TI6IITE56.44
. BELAMLA DATSAH FIATIEEINTAGAA
Xl BELAM1A TIDWE LANGEUNG 1236 7R 337050 03
Ll BELRMLA PECAWAI #36.243.759. 561,08
1A, BELAM]A HIBaH B, 186, 200,000, 00
115 BELAMIA BANTUAR SOETAL B 180,000, B0
T.14 BELAN14 BAGI HASIL KERADW PREOVINGEKABLPATEN MOTA DN 21.1E8.788.000,00
PEMERINTAHAK CESA




Ferrar Linul Uraan Turrlam
L i 3
TED. RELAMIE BANTUAN EEJANGAN KEFADA 235004112, 500,00
FROMTMS] RARLPWTEN, 00T, PEMERINTAHAN DES), DaN RAATAL
POLITIE

L18. RELANIA TIDAK TERDLIGA 3087 30700020
LL BELANIA LAMGEUNG L1MLAG a0 674 41
Ll BELANIA PESRWAL 10,000 555 4040, 0
e 8 BELAMIA BATANG DAN JASH TEEAET. 2D 00, UE
.25 BELANIA MODAL In0uBa8, 31, 600, B
JUHLAH BELAMIA d AT 5 A0 T T35 4
SURPLUSHDEFISIT) {1 430500, 179, 0]
L FEMBLATANN DAERAH 26,436.500.079.20
3L Penerimaan Permbiayasr [aerad T1.439.500.079,00
1Ll i Lebih Partihingan Anggaron Tahun Sngganen Sebslumya AL AFRS00.579, 00
14 Poranmaan Finjaman Caerzh FU000 000, 000,00
JIMLAH FENFRIMAKY PESBIAY AN 71435, 500.079,00
LI Pengelusren Pemiayaen Daeran 45,00, (00, 0,0
L2, Panyaraan Hoda finvestas Pemeringan Daerah L5, 00040, 000 00 10
333 Pambayaran Fokok Utang 3000, 0L 000,00
APMLAH PINGELUNZAK PEMBLAYAAN 45.1000.000.000,50
FEMBLAYARN NETD PEAFRE00.079,00
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BUPATI BULELENG
PROVINSI BALL

PERATURAN BUPATI BULELENG
NOMOR 36 TAHUN 2021

TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPAT] NOMOR 70 TAHUN 2020

TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BULELENG TAHUN ANGOARAN 2021

Menimilbwng

Mengingal

BENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BULELENG,

baliwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 Peraturan Daorah Nemor 6 Tahun 2027 tenteEng
Porubahan Atas Peraturan Daerab Nommor 10 Tahun 2020 tentang Angearan Pendapatan dan Belania
Daerah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2021, Maks Peraturan Bupati Nemor 70 Tahun 2020 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2021 peria
dinhah;

bahws berdasarkan perfimbangan sebagaimsna dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Perubahan Ketipa Atas Peraturan Bupati Nomor 70 Tabun 2020 tentang Penjabaran
Anpparan Pendapatan dan Belanja Daersh Ksbupaten Buleleng Tahun Angparan 2021

Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 lentang Pembentukan Daecrab-daerah Tingkal 1T Dalam Wilayah
Dacrah-doemb Tingkal | Bali; Nusa Tenggera Baral dan Nusa Tenggars Timur (Lembaran Negara Republils
Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

i



5'_.-1

14

Utidang Undang Nomor 17 Taliun 2003 tenlang Keuanpnn Negira (Lembatran Negars Republik Indonesis
Tahun 2003 Nomaor 47, Tambatian Lembaran Negatn Republik Indonesia Nomor 4286),

Undang-Undang Nomor | Tehun 2002 tentang Perbendahsraan Negara (Lembaran Negara Republik
Indemesia Tulian 2004 Nowmeor 5, Tambahan Lembaran Negara Repullik Indonesin Nomor 4355);
Undang-Undang Nomor 25 Taliun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembengunan MNasional {Lembaran
Negars Republk Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 442 1),

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tenteng Perimbanpgan Keuangan Antarm Pemerintah Pusat dan

Negara Republik Indonesia Nomar 4438);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah {Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nemeor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5044);
Undang-Undang Momor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
indoneqia Tahun 2014 MNomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nornor 9 Tahun 2015 tentang
Pemerintahian Daerah {Lembaran Megara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomaor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tabun 2000 lentang Kedudulen Keuangsn Kepala Daerah dan Wakil
Kepala Daerah (Lembaran Nepara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4025);

Peraturan Pemenintah Nomor 23 Tahun 3005 tentang Pengelolenn Keuanpgnn Badan Layanan Umum
(Lembpran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomer 4502) sebagaimana felah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012
tentang Porubahan Atas Peraturan Pemorintalh Nomor 23 Tahun 2005 wolang Penpololaan Keuangan
Badan Laysnan Umum [Lembsran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nemor 171, Tambaban
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 20056 fentang Dana Perimbangan {Lembaran Negara Republik
Inconesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahen Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
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Porotiran Pemerintah Nomer 71 Tabun 2010 tentang Standar Alvntatisi Pemerintehan (Lembaran Negara
Republik Indonesio Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembearan Negaio Republik Indonesia Nomor 5165];

Peraturan Pomecrintsh Noamor 12 Tabun 2007 tentang Pembinean dan Mengawasan Penyelengparaan
Pemerintahian Daerah (Lembaran Negars Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

Peraturan Pemerintahh Nomor 1B Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratil Pimpinan dan
Angeots Dewan Perwalkilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106,
Tﬂ_mt;a.jmn Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057); _ __ = = _
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah [Lembaran Nepara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembiaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323
Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tuhun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penvelenggaraan Pemerintah
Dacrah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahsn Lembaran Negam
Republik lndonesia Nomor 6323);

Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2021 fentang Pemberian Tunjangan Harl Raya dan Gajl Ketiga
Belas Kepada Aparator Negara, Pensiunan, Penerima Pensiunan, dan Papenma Tunjangan Tahun 2021
(Lemberan Negars Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 108, Tambahsn Lembaran Negara Repuhblik
Indonesia Nomor 6682;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan
Daerah Tentang Angparan Peogdapstan dan Belanja Dacrabh dan Rancangan Peraturan Kepala Dacrah
Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daersh sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomar 36 Tahun 2011 tentang Perubahen Atas Peraturan Menten Dalam
Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cam Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentlang Angparan
Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Anggaren
Pendapatan dan Belanja Dacrah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 535);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investast Pemerintah
Dasral (Berita Negara Republik Indonesie Tahun 2012 Nomor 754);

Peraturan Menten dalam Negeri Nomor 62 Tahun 20017 tentang Pengelompokan Kemamptian Keuangan
Daerah Serta Pelaksanaan dan Pertanppungiawaban Dana Operasional (Berita Negera Fepublik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 1067);
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Peraturan Menleil Dalam Negeri Nomor 64 Tehon 2020 teotang Pedoman Penyusunan Anggarsn
Pendapatan dan Belanjs Dacrah Tehun Anggarsn 2021 (Berita Negars Republik Indonesiz Tahun 2020
Nomor BER);

Peraturan Meénteri Dalam Negerl Nomor 77 Tshun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan
Daerah [Berita Negara Republik Indonesis Tabun 2020 Nomor 1781);

Peraturan Menteri Dalam MNegeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tatn Cara Eveluasi Rencangan Peroturan
Daerah Tentang Angguran Pendapatan Dan Belanja Dacrah, Rancangan Peraturan Daerah Tentang
Perubahan Anggaran Pendspatan Dan Belanja Daerab, Rencangsn Peraturan Kepala Daerah Tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan Pan Belanja Daerah, Dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang
Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (HBerita Negara Republik Indonesia Tahun
2021 Nomor 431);

Peraturan Dasrah Nomor 8 Tahun 2020 tenteng Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Dacrah (Lembsaran
Daerab Kahupaten Buleleng Tahun 2020 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng
Nomor 8);

Peraturan Dasrah Nomor 10 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Dacrah Kabupaten
Buleleng Talian Anggaran 2021 {Lembaran Deerah Kabupaten Buleleng Tabun 2020 Nomor 10
scbagaimana tclah diubah denpgen Peraturan Daerah Nemor & Tahun 2021 temtang Perubahan Atas
Peraturdn Daerah Nomor 10 Tahun 2020 tentang Anggaren Pendapatan dan Belanja Deerah Kabupaten
Buleleng Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2021 Nomor 6);

MEMUTLUSKAN :

: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN HKETIGA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 70 TAHUN 2020

TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BULELENG TAHUN
ANGGARAN 2031,

Pasal |

Beberapa keténtuan dalam Peraturan Bupati Nomaor 70 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2020
Nomor 70 yang telah beberapa kalt diubah dengan Peraturan Bupat:

L

b.

Noitor |1 Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaien Buleleng Tahun 2021 Nomor | 1);

Nomor 18 Tahun 2021 [Bents Dasrah Kabupaten Buleleng Talun 2021 Nomor L)
dnrhah sebagai benkut:

l-’.



Hetrniuan Pasal 2 divibah sehinggn berbunvl sebagsi berikont

Pasal 2
Perubahan Angearan Pendapatan dan Belanfa Dacrah Tahun Anggaran 2021 terdiri atas :

1. Pendapatan Daerall
- Pendapatan Asli Daerah

L Senna ' SIS Rp. 358.379.886,115,00 e =
2. Bertambah / { berkurang | Hp.  36.856.283.027,00 +
Jumlah Pendapatan Ash Dasrah setelah Perubaban Rp.  395.236.169.142,00
Pendapatan Transfer
1. Semuls Rp.  1.720.277.245.845,00
2, Bertambah [ { berkurang ) Hp. (74.242.341.358,00) -
Jumilah Pendapatan Transfer setelah Perubabhan Rp.  1.646.034.904 487,00
Lain-lain Pendepatan Dacmh yang sah
l. Semula Rp. 95.487.171.463,00
2, Bertwmbah [ | berkurang ) Rp.  2L933410.558,00 +
Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah vang sah setelah Bp.  117.420.582.021.00
Perubahan
Jumlah Pendapatan Daergh setelah Perubshan Rp. 2.158:601.655.650,00
2. Belanja Dasrah
- Belanja Operasional
L. Semula Fp. L 736.568.610.338,00
2. Bertzmbeh [ [ borkurang | Rp. (7.398.695 672.00]
Jumlah Belanja Operasional sewlah Perubahan © Rp.  1.728.969.914.666,00

T



Belans Modal

1. Semula Rp A63.814,088,.354,00
2. Bertambah / [ berkwrang ) Rp.  (128.158.842.504,00)
Jumilah Belanja Modal setelah Perubahan Rp. 235.655245.860,00
- Belanja Tidak Terduga
1. Semula Ep. 5.276:486.011,00
2, Rertarnbah / ( berkurang ) Rp. 346251198000  +
. Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah Pecubahan — Rp. 8.738.998.000,00
- Belanja Transler _
1. Bemula Rp-. 245,609.446,800,00
2 Bertambah / { berkurang ) Rp. [820.215.300,00)
Jumilah Belanjs Transfer setelah Perubahan Rp. 244.879.931 500,00
Jumlah Belanjs Daerah setelah Perubahan: Rp. 2.218243.390.026,00
Surplus/{Defisit) setelah perutkahan Rp. [59.551.734.376,00)
3.  Pembiayaan Daemb
- Penerimaan Pembayaan
}: Semula Rp.  222.214.328.090,00
2. Bertambah / { berkurang ) Rp.  (123.562.593.714,00)
Jumlah Penerimann Pembiayaan setelah Perubahan ~ RBp. 98551.734.376,00
Pengeluaran Pembiayaan
1. Semula Rp. 45.000.000.000,00
2. Bertambah / ( berkurang ) Rp. (6.000.000.000,00) -
Jumlah Pengelusran Pembiayaan setelah Perubahan Rp. 39.000.000.000,00

59.551.734.376,00
(O}

Jumlah pembisyaan Neto setelah perubahan
Bisa lebih perbiayaan anggeran tahun berleenan

pf.
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Pasal 3

Uraian lebih lanjut Perubshan Anpearan Pendapatan den Belanja Dasrah sebagaimnna dimaksud dalam Pasal 2, tereentum dalsm
Larnpiran yveng terupakan bagian tdak terpisahikan deri Peraturan Bupati ind terdini dari:

I. Lamparan
A Lampiran

3 Lampiran
4, Lampiran
5. Lampiran

£, Laanpin

T.Lampiran

8. Lampiran

n

in
v
v

¥l

Vil

Ringkasan Penjabaran Perubshan APBD Yang dikiasilikesi Meourot Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Ohjek,
Pendapatan, Belanga, dan Pemblayaan;
Penjabaran Perubahan APBD Menurul Uraesn Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, K&gmmn Sub

Keplatan, Eelumpok, Jenls, Objek, R‘Eﬂﬂlﬁﬂ'ﬂﬁ]ﬁkfﬁﬂdﬂpﬂﬁh ‘Belania, dan Pembiavaan; ~
Daftar Nama Penerimea, Alamat Penerima, dan Besaran Hibah;

Daltar Nama Penerima, Alamal Penerims, dan Besaran Bantuan Sosial,

Rincian Dana Ctonomi Khusus Menurat Urusan Pemerintahan Dagrah, Organisasi, Program, Kegiatsn, Sub
Kegizten, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rinvian Objek Pendapatun, Belanjs dan Pembiayaan;

Rincian DBEH-8DA Pertambangan Minyak Bumi dan Pertambangan Gas Alam/ tumbaban DBH-Minyak dan
Gas Bumi®] Menurat Urasan Pemeriritahan Daerah, Organisasi, Program, Kepiatan, Sub Kegiatan, Kelompok,
Jenis, Objek, dan Rincian Objek Belanja dan Pemmbiayaan;

Rincian Dana Tambahan Infrastuktur Mepurut Urusan Pemerintahien Daerah, Organisasi, Program,
Kegatan, Sub Kempatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Dbjek Pendapatan, Belanja dan Pembiavaan;
dan

Sinkronisasi Rebfjakan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kotn pada Dacrah Perbatlagan Dalam Rancangsn
Perda tentang APBD dan Rancsmgan Perkads tentang Penjabaran APBD deérgnn Program Prioritas Perbalasan

Negara.
Pasal 4

Lampiran sehagaimana dimaksud delam Pasal 3 merupakan bagisn vang tidak terpisshkan dari Peraturan Bupali mi.



Passl H
Pelalksanear Penjabaran Perubahen Anggaran Pendapatat dan Belavja, Daerah yung ditelaphan dalam Peraturan Bupab int
dituangkan lebib Janjul dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerjo Peranglnt Deerah sesual dengan ketentuan Persturan

Ferundang-urndangan.

Paxzal 6
Peraturan Bupali ini mutal becaka pada tangeal diundanghan. . . ~ LN
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundanygen Peraturan Bupatl int dengan penmpatannys dalam Berita Daeral
Kabupaten Buleleng.
Ditetapkan di Singarajs
! 4 tangeal 29 Oktober 2021
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Diundangkan di Bingaraja
pada tariggal 28 Okiober 2021

' Saliran Sesun) Danzen A=
Kipats Baqia Hunuad




